[image: image1.wmf]M

A

J

A

 

L

A

B

O

 

D

A

H

U


PERATURAN  DAERAH KOTA BIMA

NOMOR   2  TAHUN  2003
TENTANG

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang

:   
a. 
bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 126 ayat (2) Desa-desa yang ada di Wilayah Kota Madya, Kota Madya Adminstratif dan Kota Administrasif ditetapkan sebagai Kelurahan;
b. Bahwa dengan berubahnya statusKota Adinistratif  Bima menjadi Kota Bima sebagai Daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat    
: 
1.
Undang - Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daeah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);


2. Undang - Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

3.
Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. 
Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok  Kepegawaian  (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38901);

5.
Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4188);

6. 
Undang - undang RI Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189); 

7.
Undang - undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310); 

8. 
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Struktural; 
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahann, dan Pemberhentian Pegawai Negeri sipil;

11.
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan  Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

dan

WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 
PERATURAN  DAERAH KOTA BIMATAHUN  2003  TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kota Bima;

b. Pemerintah Pusat, selanjutnyadisebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang terdiri dari Presiden bersama Menteri;

c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif; 

d. Kepala Daerah adalah Walikota Bima.

e. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Bima.

f. Dewan perwakilan rakyat daerah selanjutnya disebut DPRD adalah  Dewan Perwakilan Daerah Kota Bima;

g. Otonmi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur adan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundand-undangan. .

h. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerahtertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara kesatuan republik Indonesia.; 
i. Kecematam adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah;
j. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dibawa kecematan;. 
k. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dalam sistim pemerintahan nasional yang berada didaerah kota.
l.  Pemerintah Daerah adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan badan perwakilan desa;
. 

BAB  II

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
Pasal  2

(1) Desa-Desa yang berada diwilayah Kota Bima setelah penepatan dan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ditetapkan sebagai Kelurahan;

(2) Tujuan perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat kelurahan sesuai dengan tingkat pengembangan pembangunan;

(3) Desa-desa yang berubah status menjadi kelurahan :

a. kecamatan Asakota;

1. Desa Kolo;

2. Desa Jatiwangi; 
3. Desa Jatibaru;

b. Kecamatan rasanae Barat :

1. Desa Santi;

2. Desa Sambinae

c. Kecamatan Rasanae Timur :

1. Desa Nitu;

2. Desa Rantu;

3. Desa lampe;

4. Desa Dodu;

5. Desa Nugga;

6. Desa Penanae

7. Desa Ntobo

8. Desa Kendo.

(4) Perubahan status sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi dan menambah Nama, Luas dan batas wilayah.

Pasal 3

Dengan ditetapkan status Desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), kewenangan desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masayarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan.

Pasal 4
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa setelah ditetapkan menjadi kelurahan sebagaimana pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, mengunakan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pasal 5
Seluruh pembiayaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan setelah ditetapkan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah kota bima.
Pasal  6
(1) Kepala Desa, Perangkat Desa dari Desa-desa yang ditetapakan menjadi Kelurahan yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesui dengan Peraturan Perundang-undangan Kepegawai yang berlaku; 
(2) Kepala Desa, yang tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS, akan diberhentikan dari jabatannya dan diberikan tali asih sebagai penghargaan sesuai kemampuan keuangan daerah yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
Pasal 7
(1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber mendapatkan yang menjadi aset  Pemerintah Desa dengan perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, berubah status menjadi aset Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan              Perundang-undangan yang berlaku;

(2) Kekayaan dan Sumber-sumber pendapatan  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan;
(3) Pengelolaan kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 8

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dari Desa-Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan tetap melaksanakan tugasnya sampai adanya pengisian jabatan dan staf dari Pegawai Negeri Sipil (PNS);
(2) Pelaksanaan pengisian jabatan dan staf dari PNS sebagaimana dimaksud pada ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) telah selesai dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) Tahun setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap dapat orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Disahkan di Raba -  Bima
Pada tanggal 1  Oktober 2003  

           WALIKOTA BIMA,

Diundangkan di Raba - Bima 
           M. NUR  A.  LATIF
Pada tanggal 1 Oktober  2003  

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

                  H. Usman AK 
LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2003  NOMOR   2
MEMORI PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR 2 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai pelaksanaan dari pasal 126 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2002, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan dengan Peraturan Daerah Kota Bima.

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan disamping sebagai realisasi pelaksanaan ketentuan sebagaimana tersebut diatas juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah pada tingkatan paling bawah baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan termasuk didalamnya dikandung maksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan pembangunan di Kota Bima

Desa dalam wilayah Kota Bima yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dengan Peraturan Daerah ini berubah status menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, sehingga mengandung konsekwensi logis pada Kedudukan, Susunan Organisasi Tata Kerja Keuangan, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bima tentang Susunan Oeganisasi dan Tata Kerja Pemerintah dan Kelurahan yang sesuai dengan             Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Perubahan status sebagaimana dimaksud diatas dalam pelaksanaannya tidak merubah Nama, Luas dan Batas Wilayah, sehingga Nama, Luas dan Batas Wilayah adalah tetap sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku sebelumnya.

II. PENJELASAN PAASAL DEMI PASAL

· Pasal 1 : Cukup Jelas

· Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3
: 
Perubahan status Desa menjadi Kelurahan mengandung implikasi adaya perubahan kedudukan dari Desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistim Pemerintahan Nasional berubah menjadi wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan.
Pasal 4 
: 
Desa-desa setelah ditetapkan menjadi Kelurahan, pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat secara otomatis akan menggunakan struktur organisasi dan tata kerja kelurahan.
Pasal 5 
: 
Dengan perubahan status yang juga berimplikasi kepada perubahan kedudukan keuangan, maka seluruh biaya penyelenggaraan Pemerintahan, Pembagunan dan pembinaan kemasyarakatan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima, termasuk didalamnya biaya pengadaan sarana dan prasarana serta biaya pembinaan awal sebagai konsekuensi logis adanya perubahan status dari Desa menjadi Kelurahan.

Pasal 6 
:


Ayat (1) 
:
Proses pengangkatan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Kepala Desa, Perangkat Desa adalah persyaratan penerimaan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan Kepegawaian yang berlaku.
Ayat (2) 
:
Cukup Jelas

Pasal 7 
:


Ayat (1)
:
Yang dimaksud dengan kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa adalah:

· Tanah Kas Daerah; 

· Bangunan Milik Desa;

· Hutan Desa;

· Sumber Air yang diurus Desa;

· Lain-lain kekayaan milik Desa.

Ayat (2)
:
Pengelolaan melalui APBD sebagai konsekuensi logis perubahan status kepemilikan, dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan kepentingan kelurahan dalam artian bahwa kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang dimaksud harus menjadi daya dukung terhadap penyelenggraan pemrintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarkat kelurahan yang bersangkutan.

Ayat (3)
:
Cukup Jelas.

Pasal 8 
:


Ayat (1) 
:
Cukup Jelas

Ayat (2)
: 
Cukup Jelas

Pasal 9 
:
Cukup Jelas

Pasal 10 :
Cukup Jelas
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